BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini:

1. Sistem Pengelolaan dan Pengalihan Asset Rumah Susun dari
Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah Kota Solok

Apabila kelengkapan Administrasi sudah terpenuhi dan telah dilakukan alih
status asset Rusun, maka Rusun Kota Solok akan menjadi milik dan
sepenuhnya menjadi tanggung Jawab Pemerintah Kota Solok (BAST Rusun
Kota Solok). Merujuk pada BAST Administrasi Rusun Kota Solok
Pemerintah pusat hanya akan melaksanakan perbaikan apabila belum
dilaksanakan serah terima asset secara lengkap terhadap administrasi.
Kemudian, Apabila kelengkapan Administrasi sudah terpenuhi, maka Rusun
Kota Solok akan menjadi milik Pemerinta Kota Solok.

2. Kewenangan Pemerintah Pusat Terhadap Bangunan Rumah Susun
Setelah Serah Terima Aset

Apabila telah dilakukan serah terima/ alih status, maka Rusun Kota Solok
sepenuhnya menjadi tanggung Jawab Pemerintah Kota Solok. Merujuk pada
BAST Administrasi Rusun Kota Solok, Pengelolaan Aset Rusun menjadi
tanggung jawab Pemerintah Kota Solok. Segala macam bentuk kerusakan
pada bangunan setelah serah terima tersebut sepenuhnya akan menjadi
tanggung jawab Pemerintah Kota Solok. Disamping itu Pemerintah Kota
Solok juga wajib Merawat Aset Rusun Kota Solok dan Mengoperasikan

Rusun Kota solok sebagaimana fungsinya.
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3. Sistem pemeliharaan dan pengelolaan Rumah Susun Kota Solok yang
sesuai dengan kondisi saat ini

Pemerintah Kota melakukan pengecekan berkala untuk mendapatkan apa
saja kerusakan yang terjadi sehingga bisa di antisipasi sedini mungkin untuk
perbaikan. Bertujuan agar dana yang ditimbulkan oleh perbaikan rusun tidak
terlalu besar jika kerusakan di antisipasi sejak dini. Memberlakukan iyuran
perbulan yang bertujuan untuk pemeliharaan Rusun nantinya. Memberikan
pembinaan teknis kepada Pemerintah Kota Solok, dan menyebutkan kepada
pemerintah Kota Solok agar mengalokasikan dana anggaran untuk
Perbaikan, Pengelolaan, serta Perawatan Rusun.

Jika terjadi kerusakan, akan ditinjau dari hasil BAST, jika BAST asset
sudah dilaksanakan, maka akan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah,
namun jika belum dilaksanakan maka menjadi tanggung jawab pemerintah

pusat.

5.2 Saran
Untuk pemerintah Kota Solok agar melanyiapkan Alokasi Dana untuk
perbaikan rusun, jika iuran rusun dinilai tidak mencukupi untuk melaksanakan

perbaikan atau perawatan.
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